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KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 421 / KEP. 275 / X / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DAERAH KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SORONG TAHUN 2019

BUPATI SORONG,

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pemberian

bantuan subsidi kesejahteraan guru yvang bertugas di Daerah
Khusus, seperti daerah terpencil atau terbelakang daerah dengan
kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan
dengan Negara lain, daerah vang mengalami bencana alam,
bencana sosial atau daerah yang dalam keadaan darurat;

. bahwa sekolah yang berlokasi di daerah terbelakang adalah

sekolah yang berlokasi dalam satu daerah pedesaan atau pesisir
vang berlokasi yang umumnya secara geografis relatif sulit di
jangkau, yang berada didalam perbukitan/pegunungan dan
kepulauan pesisir vang sulit mendapatkan jaringan komunikasi
dan transformasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Sorong tentang Penetapan Sekolah Daerah Khusus Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Sorong Tahun 2019:

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi
Irian Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);



o]
b

6.

e a]
R

10,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (lLembarar. Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara "Republik
Indonesia Nomor 4301):
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor |57,
Tambahan L=ambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negsara
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undarg MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (lLembaran Negz;r'a Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ©398);

Undaﬁg~Und.ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5679);
Peraturan Pernerintah Nomor 19 Talun 2005 tentang Standa;
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negara Repiiblik
Indonesia Nomor 4 106

Feraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gur

Li
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4941);

Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tah un 2009  tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 501 6);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 2100) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidilkan
(Lembaran Negara Republik Indor..sia Tahun 2010 Nomor 112,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007

tentang  Standar Pengelolaan Pendidikan oleh  Pemcrintah
Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 te

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 7 Tahun 2014
tentang  Pemenuhan  Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme
dan Peningkatan Kesejahteraan Gu ru, Kepala Sekolah/Madrasah

dan Pengawas di kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar:

. Peraturan Menter Penchidikan Masional Nomor 55 Tahun 2011

tentang  Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang
Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pendidikan:

i

. Peraturan Menteri  Pendidikan clan Kebudayvaan Republilk

Indonesia Nomor 34 Taliun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus
dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru sebagaimana telal:
diubah dengan Peratuian Menterd Pendidikan dan Kebudiavaan
Republik Indonesin Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 34 Tabun 2012 tenta ng kriteria [
dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru;
Peraturan Menteri Dalaum Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjine;
Khusus Bagi Guru Yang Bertugas di Daerah Khusus (ierita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentane
Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Jaerah Khsus

ntang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018
Nomor 157);

/. Peraturan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1[0
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan
Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Pen ghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah:

: Surat  Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Sorong

Nomor @ 020/421.3/SMK/2019, Tanggal 15 Juli 2019 Peritial
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MEMUTUSKAN

Sekolah Daerali Khusus pada Dinas Pendidikan Kabu paten
Sorong sesuai kategori sekolah vang berlokasi di daerah terpercii
atau terbelakang dar berade di lokasi pedesaan atau pulau vang
ggafzc;gra1’55;-1'13.-':51 relatif sulit dan susah d yangkau, serta suli
mendapatkan akses komunikasi dan informasi.



KEDUA © Sekolah Daerah Khusus vang di maksud adalah Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Sorong vang mementihi
J/ peringkat tingkat kesulitan

iokasi  sekolah sebagaiman:
tercantum dalam |

ampiran vang merupakan bagian vang tidal:
terpisahkan dalam keputusan inj.

KETIGA . Segala  biaya vz timbul - sebagai  akibat ditetapkannva
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Vendapatan dan

? Belanja Negara melalyi Kementerian Pembangunan Dewy
' Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republil Indenesia Talun:
Anggaran 2019

Tty

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SORONG.
¥l

JOHNY KAMURU
Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKU

_SETDA KABUPATEN ONG,
\ TEKKALAML, SH, M.Si

VIBINA TK.I (IV/b)
630525 159307 | 001



